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BUPATI MAGELANG

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 181 ayal (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20038 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama
antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah pada tanggal 4 Agustus 2014,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Magelang Tahun Anggaran 2015.

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;




10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3587); J

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

149,

20,

A1,

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614];

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272); :

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan - Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010
Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2014 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2010 Nomor 13);



24,

29,

26.

27.

28,

29,

30.

31.

32.

33.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2012 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2012 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar
Muntilan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012
Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun
2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan
Pasar Muntilan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2013 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2013 Nomor 4), 3

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013
tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2013 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013
Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar
Secang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013
Nomor 14);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran
2015 sebagai berikut :

a. pendapatan Rp. 1.762.824.888.059,00
b. belanja Rp. 1.849.031.729.755.00
(Defisit) (Rp. 86.206.841.696,00)
c. pembiayaan
1. penerimaan Rp. 127.985.208.721,00
2. pengeluaran Rp. 41.778.367.025,00
Pembiayaan Netto Rp. 86.206.841.696,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 183.543.604.182,00
b.dana perimbangan sejumlah Rp.1.071.270.769.436,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 508.010.514.441,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan:

a. pajak daerah sejumlah Rp. 68.713.815.500,00
b. retribusi daerah sejumlah Rp 15.701.612.000,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan sejumlah : Rp. 14.555.924.121,00
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

sejumlah Rp. 84.572.252.561,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan:
a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
sejumlah Rp. 32.965.525.436,00
b. dana alokasi umum sejumlah Rp. 996.070.014.000,00
c. dana alokasi khusus sejumlah Rp. 42.235.230.000,00



(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. pendapatan hibah Rp. 2.034.520.043,00
b. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda

lainnya sejumlah Rp. 97.786.839.165,00
c. dana penyesuaian dan otonomi khusus

sejumlah Rp. 337.896.025.000,00
d. bantuan keuangan dari provinsi atau dari

pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 20.208.899.000,00
e. dana desa Rp. 50.084.231.233,00

Pasal 3
(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. belanja tidak langsung Rp.1.359.258.866.167,00
b. belanja langsung sejumlah Rp. 489.772.863.588,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja:

a. belanja pegawai sejumlah Rp.1.120.801.453.400,00
b. belanja hibah sejumlah Rp. 23.716.958.000,00
c. belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 10.796.195.000,00
d. belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kab/Kota

dan Pemerintahan desa sejumlah Rp. 10.200.861.520,00
e. belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kab/

kota dan pemerintahan desa sejumlah Rp. 155.524.705.177,00
f. belanja tidak terduga sejumlah Rp. 38.218.693.070,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja:

a. belanja pegawai sejumlah Rp. 51.977.310.130,00
b. belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 257.919.686.695,00
c. belanja modal sejumlah Rp. 179.875.866.763,00
Pasal 4
(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. penerimaan sejumlah Rp. 127.985.208.721,00
b. pengeluaran sejumlah Rp. 41.778.367.025,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya sejumlah Rp. 107.775.208.721,00
b. pencairan dana cadangan Rp. 20.000.000.000,00
c. penerimaan kembali pemberian pinjaman
sejumlah Rp. 210.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pembiayaan:
a. pembentukan dana cadangan Rp. 31.000.000.000,00
b. penyertaan modal pemerintah daerah sejumlah Rp. 560.000.000,00
c. pemberian pinjaman daerah kepada lembaga /
masyarakat sejumlah Rp. 300.000.000,00



Pasal 5

(1) Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a.
b.

Lampiran |
Lampiran Il

Lampiran III

Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan kegiatan,
Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah,;

Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
Daftar piutang daerah,;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah,;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini dan;

Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

(1)

(2)

Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memenuhi Kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya;,

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak vyang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan

dan belanja daerah sebagai

landasan operasional pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja daerah.



Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratura:
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

Diundangkan di Kota Mungkid ZAENAL ARIFIN
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KESRA

AGUNG TRIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR......



